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PENGAYOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dhahana Putra
Jabatan : Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Supratman Andi Agtas
Jabatan : Menteri Hukum

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Pertama,
Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan

Pihak Kedua

Dhahana Putra
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DENGAN MENTERI HUKUM

No. Sasaran Program Indikator Kinerja Program Target ]
(1 (2) (3) (4)
1. Meningkatnya kualitas Indeks Kualitas Peraturan Perundang- 3.25 indeks
peraturan perundang-undangan | undangan
2. Meningkatnya Penerapan Nilai Reformasi Birokrasi General 82 indeks
Reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum
lingkungan Kementerian Hukum "Nilai Reformasi Birokrasi Tematik 3 indeks
Kementerian Hukum |
No. Kegiatan Anggaran
Program Pembentukan Regulasi Rp. 40.782.087.000,-
1. | Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan | Rp. 2.041.744.000,-
Perancang Peraturan Perundang-undangan
Litigasi Peraturan Perundang-undangan Rp.  2.870.135.000,-
Perancangan Peraturan Perundang-undangan Rp. 8.483.500.000,-
Pengundangan, Penerjemahan dan Publikasi Peraturan Rp. 2.130.268.000,-
Perundang-undangan
5. | Harmonisasi  Peraturan Perundang-undangan Bidang | Rp. 3.677.568.000,-
Polhukamkesra
6. | Harmonisasi  Peraturan  Perundang-Undangan Bidang | Rp. 2.300.000.000,-
Perekonomian
7. | Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah Rp. 19.278.872.000,-
Program Dukungan Manajemen Rp. 59.162.930.000,-
1. | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Rp. 59.162.930.000,-
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
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Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Pertama,

Direktur Jenderal

Peraturan Perun

Dhahana Putra
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PENGAYOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama . Dhahana Putra

Jabatan : Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.

Jakarta, 7 Januari 2025

Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undang
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